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ABSTRAK

: Perlindungan Terhadap Asylum Seeker Menurut Hukum Diplomatik 
Internasional 

: Rizka Nurliyantika 
: 02101401001

Judul Skripsi

Nama
NIM

Asylum seeker merupakan imbas dari gencarnya konflik bersenjata yang terus meningkat. Sementara 
itu pengaturan perihal status para pencari ini tidak banyak ditegakkan oleh peserta The 1951 
Convention Relating to the Status ofRe/ugees terlebih negara lain yang buka peserta konvensi. 
Meskipun faktanya tidak sedikit konvensi, deklarasi, resolusi dan yang semacamnya dibuat terkait 
pemberian perlindungan kepada asylum seeker. Hal ini disebabkan perbedaan sudut pandang mengenai 
hak dan kewajiban serta kewenangan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum setiap 
negara. Bukan hanya permasalahan pada negara penerima namun para pencari juga jarang membawa 
dokumen identitas yang dapat mendukung status dan memudahkan mereka melanjutkan kehidupan di 
negara penerima. Secara fundamental perlindungan terhadap asylum seeker dapat diberikan 
berdasarkan HAM. Hak setiap manusia yang didapat sejak dalam kandungan. Penelitian ini 
menggunakan metode normatif yang menggunakan sumber data sekunder yakni buku-buku, tulisan- 
tulisan ilmiah hukum, bahan-bahan dari internet, makalah seminar ilmiah, jurnal-jurnal yang terkait 
dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi 
pemerintahan negara yang menjadi favorit asylum seeker termasuk Indonesia.

Kata Kunci : Asylum seeker, pengungsi, hak dan kewajiban, diplomatik, internasional

s

xi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerawanan sosial, ekonomi dan politik dalam negeri menyebabkan lahirnya 

masalah-masalah dalam masyarakat. Untuk skala besar, konflik-konflik bersenjata 

-internasional antar golongan yang meruncing dan mengancam keselamatan 

seperti yang terjadi di Timur Tengah, diantaranya Suriah, Mesir dan Lebanon. Hal ini 

pula menimbulkan eksodus penduduk ke tempat baru yang berbeda secara sosial dan 

geografis. Sementara untuk skala kecil, kaum minoritas yang terpinggirkan karena 

alasan-alasan tertentu akan keluar dari lingkungan asalnya untuk mencari tempat baru 

yang dapat melindungi mereka dengan jalan mengungsi.

Sejarahnya pengungsi telah ada seiring dengan perkembangan peradaban 

manusia sebagai akibat adanya ancaman atas keselamatan.1 Kasus eksodus umat Nabi 

Musa dari Mesir ke Palestina juga di dasarkan atas perlakuan bangsawan dari Thebes 

yaitu Aahmes yang menjadikan suku bangsa Semit di Mesir sebagai budak. 

Perbudakan terjadi hingga masa Fir’aun Ramses II berkuasa membuat Nabi Musa dan 

umat diperintahkan-Nya untuk menyeberangi Laut Merah.2 Rasa takut atas

non

Achmad Romson et Al., “Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum 
Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional", Badan Perserikatan Bangsa-bangsa 
Urusan Pengungsi Perwakilan Regional Jakarta - RI, Sanic Offset, Bandung, 2003. Hlm 55.

Ibid. Hlm 3

1 r



2

perbudakan yang dilakukan penguasa menjadi alasan pengungsian dalam kasus ini 

selain alasan ras dan agama.

Ancaman keselamatan merupakan bentuk gangguan atas hak asasi 

(HAM) yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), 

pasal 3, bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan 

sebagai individu. Maka ketika individu atau kelompok mulai tidak mendapatkan hak­

nya untuk hidup, kebebasan dan keamanan mereka mulai mencari tempat baru yang 

dapat memberikan hak-hak tersebut.

Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi adalah 

seseorang yang takut dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 

tertentu atau pendapat politik, sementara itu berada di luar negara 

kewarganegaraannya atau tempat tinggal asalnya, dan tidak bersedia untuk dirinya 

dilindungi oleh negara itu. Orang-orang yang melarikan diri dari konflik atau 

kekerasan juga umumnya dianggap sebagai pengungsi.3 Hal inilah yang membuat 

pengungsi berbeda dengan jenis migran lainnya. Sebelum mendapat mengakuan dari 

pihak terkait tentang status sebagai pengungsi, mereka dapat disebut sebagai asylum 

seeker.

manusia

Setiap negara mempunyai hak untuk melindungi asylum seeker yang ada di 

dalam wilayah teritorialnya, terlebih bila dalam kondisi terancam. Negara memiliki 

Kewenangan dalam hukum internasional untuk ikut campur dengan memberikan

January2009NHCR’ *** ' Interpreting in a R^ee Context. "Self Study Module 3", 1

I
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asylum, baik teritorial asylum maupun diplomatic asylum. Begitupun dengan 

individu, juga memiliki hak untuk mendapatkan asylum dari negara lain, hal ini 

berdasarkan pasal 2, DUHAM bahwa:

hak dan kebebasan-kebebasan yang“Setiap orang berhak atas semua 
tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian, seperti pembedaan ras, 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-warna
usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun 
kedudukan lainnya. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar 
kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau 
daerah asal baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah 
perairan, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Namun faktanya
^ Refugees and IDPs protected/assisted by UNHCR

| 2004 - 2013* danpengungsi

Internally Displaced 

Persons (IDPs)5 di

22
20
18
16
14
12

pertengahan tahun10
8
6

seperti2013, yang
2
O

terlihat pada bagan 104 0S 06 ‘07 ‘08 09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

• 20C4-2C12 {«rd-yev). ?C’3 {-n d-jcarJ

merupakan yang
Grafik 1. Mid-Year Trends UNHCR 2013. Sumber: UNHCR.

tertinggi dengan total

. Teritorial Asylum merupakan bentuk suaka yang diberikan kepada seseorang yang lari ke 
dalam wilayah suatu negara. Sedangkan diplomatic asylum atau extra terirorial asylum adalah suaka 
yang dibcnkan kepada seseorang yang meminta perlindungan diwilayah perwakilan diplomatik negara

IDP s abalah untuk menunjuk orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk 
pergi ketempat lain yang dirasa aman sebagai akibat terjadinya konflik bersenjata di negara asalnya.

I
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orang yang mencari perlindungan keluar negaranya mencapai 5,9 juta yang tersebar 

di 180 negara.

Syria, Afrika, Kongo dan Mali, menyumbang lebih dari 1,5 juta pengungsi ke 

beberapa negara tetangganya. Selain itu masih ada Afgamstan, Somalia, Sudan, 

Myanmar, Irak, Vietman dan negara-negara sarat konflik lainnya yang merupakan 

sumber dari lima puluh persen pengajuan asylum ke United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), sebagai badan PBB yang berwenang.

Q Mass refugee arrivats and individual asylum 
claims registered 11994 - 2013

(.n m
3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0
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0
'94 '95 '96 ‘97 *98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 09 '10 *11 '12 *13"

■

• Figcres since 2006 orly bchide traw ,nlcrd=n and the Syrian Arab RepuNic who were newty 
registered fcy UNHCR. The *o:al number of !raqi refugees who arrr.ed since 2C06 is unknown. 
*• Ffst-half 2013.

Grafik 2. Mid-Year Trends UNHCR 2013 Sumber: UNHCR.
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Data UHNCR dalam Mid Year Trends 2013 menerangkan bahwa sejak tahun 

2006 tingkat asylum seeker terus melonjak.6 Berdasarkan beberapa negara itu dapat di 

ambil garis besar bahwa penyebab asylum adalah dampak atas perang

berkepanjangan.

Asylum claims lodged 
in industrialized countries | 2010 - 2013

i

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Jan Feb Mar Apr May Jun jul Aug Sep Oct Ncv D«c

2010 2011 2013

ET

S« nota In Ama Tabia 1 for a Hit of axrtrtes Indudcd under «di regional potong. 
W«n to Denmtrfc, FlnUnd, k*Und, Nonray and S weder

Grafik 3. Asylum Trends UNHCR 2013. Sumber: UNHCR.

Data UNHCR tahun 2002, sebanyak 21.300 permohonan asylum diajukan

oleh anak-anak tanpa pengawasan pendamping. Ini merupakan angkat tertinggi yang 

pernah dicatat UNHCR. Kebanyakan dari anak-anak dibawah 18 tahun itu terpisah

WHC* *#*»■ CIM



6

dari orang tua (unaccompanied minor7). Dapat dibayangkan bagaimana perlindungan 

yang harus diberikan pada asylum seeker tersebut. Belum lagi dengan mass injlwc of 

sewaktu-waktu dapat terjadi seiring dengan bergulirnya perang dipersons yang 

beberapa negara di Timur Tengah.

Diperkiran 612.700 aplikasi terkait permohonan asylum yang terdaftar pada 

tahun 2013. Angka ini bertambah 133.000 dari tahun sebelumnya atau meningkat 

sebanyak 28%. Hal ini adalah peningkatan di tiga tahun berturut-turut dan merupakan 

tahun tertinggi kedua dalam 20 tahun terakhir.9 Angkat ini akan meningkat pada 

tahun 2014 mengingat masih bergulirnya konflik di negara timur tengah.

Setiap negara dengan kewajibannya memberikan perlindungan yang dilandasi 

hukum internasional, termasuk prinsip non-refoulment10 sebagai norma yang harus 

dihormati dan wajib ditaati oleh semua negara sekaligus merupakan hak.11 Namun

faktanya, banyak negara-negara yang menolak menerima asylum seeker serta

mengabaikan hak asasi mereka.

Kasus pada Thailand yang di awal tahun 2014 diketahui menulangkan 

kembali asylum seeker penduduk Rohingya ke Myanmar. Para asylum seeker yang 

merupakan kelompok minoritas etnis dan korban kekerasan sektarian di tanah airnya

7 Unaccompanied minor adalah anak tanpa kehadiran wali yang sah. Istilah ini digunakan 
dalam hukum imigrasi dan kebijakan maskapai. Definisinya bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Mass injlwc of persons adalah masuknya orang-orang ke suatu negara dalam jumlah yang 
sangat banyak.

9 UNHCR, Asylum Trends 2013, “Levels and Trends In Industrialized Countries. Trends at a 
Glance 2013 in review

„ Non-refoulment adalah prinsip mengenai larangan pengusiran atau pengembalian .
Kadarudin. “Hubungan Indonesia Dengan Prinsip Non-Refoulment Dalam Perspektif 

Hukum Internasional , Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 20, nomor 2. Juni 2012.
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ini mulai berpencar melarikan diri di tahun 2012 ke beberapa negara di Asia, 

diantaranya Malaysia dan Thailand juga ke Australia. Sejak Januari 2013, pemerintah 

Thailand telah menangkap lebih dari 1.700 asylum seeker Rohingya. Disisi lain mulai 

bulan September 2013 lalu, pemerintah Thailand sudah mulai mendeportasi 

rombongan asylum seeker ini dalam beberapa gelombang yang hingga sekarang telah 

mencapai 1.300 orang yang dipulangkan.

Tindakan ini dikecam banyak aktivis HAM di seluruh dunia. Ditambah 

dengan desakan berbagai kelompok HAM dunia untuk memberikan akses bagi 

UNHCR dalam menampung dan memberikan status asylum seeker tidak digubris 

oleh pemerintah Thailand.12 Keluhan akan kondisi kamp dan kebersihan temppat 

penampungan pun turut membentuk persepsi publik bahwa pemerintah Thailand 

tidak mematuhi hukum internasional terkait asylum seeker dan pengungsi yang 

mirisnya tidak menghormati HAM. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan 

mereka atas segala bentuk diskriminasi yang sebelumnya pernah mereka alami akan 

terulang kembali pasca dideportasi.

Peningkatan asylum seeker diikuti dengan harapan atas peran serta negara- 

negara lain (negara diluar asal asylum seeker) untuk ikut melindungi para asylum 

seeker dengan tetap menjaga hak-hak asasi mereka dalam halnya sebagai masyarakat 

internasional. Sesuai dengan tujuan UNHCR yaitu untuk menjamin agar negara sadar 

akan kewajibannya untuk memelihara asylum seekers dan pengungsi serta mengambil

12 BBC: “Thailand Pulangkan Pengungsi Rohingya” 13 Februari 2014. Melalui 
ApH120T4 °'U a/dUnia/2014/02/l40213-myanmar-rOhin8ya-thailand'shtml diakses 20
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tindakan yang sesuai dengan kewajiban tersebut.13 Juga dua mandat UNHCR yaitu 

untuk memberikan perlindungan internasional dan untuk mencari solusi dari masalah

mereka.

Para asylum seeker kebanyakan tidak dilengkapi dengan identitas sebagai 

bukti diri. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum, seperti 

menikah, membuat perjanjian ataupun melakukan perjalanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya pembahasan bagaimana

perlindungan terhadap asylum seeker, melalui proposal skripsi dengan judul

PERLINDUNGAN TERHADAP ASYLUM SEEKER MENURUT HUKUM

DIPLOMATIK INTERNASIONAL.

r
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam

skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pemberian perlindungan terhadap asylum seeker pada 

proses pengajuan status?

2. Bagaimana perlindungan terhadap hak bagi asylum seeker dan kewajiban negara

penerima atas hak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan proposal skripsi ini adalah membahas mengenai

perlindungan terhadap asylum seeker menurut hukum diplomatik internasional serta

agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan diatas :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian perlindungan terhadap asylum 

seeker pada proses pengajuan status.

2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak bagi asylum seeker dan 

kewajiban negara penerima atas hak tersebut

r
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di berikan atas pembuatan proposal skripsi ini .

1. Secara teorotis dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya 

dalam “Perlindungan Terhadap Asylum Seeker Menurut Hukum 

Diplomatik Internasional” juga dapat menjadi sumber referensi untuk 

penelitian di kemudian hari.

2. Secara praktis diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan-masukan 

terhadap pemerintah Indonesia, mengingat posisinya sebagai negara 

transit bagi asylum seeker, maupun secara lebih masif kepada negara lain 

dalam membuat dan mengembangkan pengaturan yang berkaitan dengan 

perlindungan asylum seeker.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum 

normatif yaitu tidak langsung turun ke lapangan akan tetapi melalui library research 

atau studi kepustakaan meneliti dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan 

Universitas Sriwijaya dan daerah, melalui website-website organisasi dan badan- 

badan yang terkait dengan penelitian ini seperti PBB, UNHCR, Human Rights Wacth, 

Organization of American State, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar

Negeri Republik Indonesia, dan website organisasi-organisasi lain baik luar dan 

dalam negeri.

f
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ini yakni bersifat deskriptif yuridis 

analitis yang mengungkapkan mekanisme pemberian perlindungan serta penerapan 

atas objek penelitian14.

3. Bahan Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan laporan 

ini adalah data sekunder15, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder 

ini dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri 

dari konvensi-konvensi mengenai asylum seeker baik regional maupun 

internasional. Diantaranya DUHAM, Konvensi 1951 serta Konvensi 

Caracas tentang Diplomatic Asylum dan Territorial Asylum.

2) Bahan hukum sekunder, yakni terdiri dari buku-buku, tulisan-tulisan 

ilmiah hukum, bahan-bahan dari internet, majalah-majalah, makalah 

seminar ilmiah, jumal-jumal yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

i5 f^Uddin A,i' “Metode Penelitian Hukum ”, Sinar Grafika Offset., Jakarta., 2009, hlm. 105.

I



12

3) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus baik 

kamus bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

4. Analisis Penelitian

Analisis penelitian dilakukan penulis dengan cara kualitatif yakni data- 

datanya berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Analisis terhadap bahan-bahan 

dan data-data yang telah dikumpulkan penulis dilakukan dengan cara interpretasi 

(penafsiran) fungsional. Adapun kesimpulan yang diambil yakni secara umum dan

berakhir pada kesimpulan secara khusus sebagai jawaban dari permasalahan yang

telah diuraikan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Asylum berasal dari kata asyolum yang berasal dari bahasa Latin dan memiliki 

arti tempat yang tidak dapat dilanggar di mana seseorang yang dikejar-kejar 

perlindungan.16 Menurut Oppenheim Lautterpacht, asylum adalah wewenang suatu 

negara yang mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan 

orang asing untuk masuk dan tinggal di dalam wilayahnya dan tinggal.17

mencari

Persada 2002^Im4 jHamid’ “Lemba%a Suaka alam Hukum Internasionar\ Jakarta: 
17 Hamid, op. cit., hlm 45

: PT Raja Grafindo
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Dari definisi yang berkembang, JG. Starke mengemukakan dua unsur

• 18konsepsi suaka dalam hukum internasional, yaitu:

a. Tempat perlindungan, dalam arti lebih dari sekedar tempat perlindungan

sementara, dan

b. Tingkat perlindungan aktif di pihak para penguasa wilayah suaka.

Instrumen yang dapat menjadi landasan diantaranya adalah Perjanjian

Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional 1889 merupakan instrumen regional 

tentang pengungsi pertama yang pernah di buat dan di ratifikasi oleh lima negara 

Amerika Selatan. Memuat ketentuan yang mengakui dan menghormati prinsip- 

prinsip asylum pada pasal 15-18.19 Di tahun 1911 terdapat perjanjian regional The 

Bolivarian Agreemenl on Extradition di Caracas yang mengukuhkan lembaga suaka 

secara tegas pada pasal 18, bahwa Except as provided in the present Agreement, the 

signatory State recognize the institution of asylum, in accordance with principles of 

international law.

Pada tahun 1928, 20 negara Amerika juga menandatangani The Convention of 

Asylum di Hanava.20 Lima tahun kemudian The Convention on Political Asylum 

disahkan memalui Konferensi Internasional Ketujuh Negara-negara Amerika di

18 JG. Starge, “Pengantar Hukum Internasional 2: Edisi Kesembilan”,
Persada Indonesia. 1989. hlm 41.

Komnas H AM dan British Council: “Hak Asasi Manusia dan Pengungsi”, Komnas H AM 
Jakarta, 1998. ’

Penerbit Aksara

Ricky Primanda, Thesis: “Pemberian Suaka Dalam Perspektif Hukum lnternasionaT\ FH
UI, 2012
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Montevideo. Disusul pada tahun 1939, The Treaty on Political Asylum and Refugee 

yang mengatur lebih rinci dari Perjanjian Montevideo 1889.21

Untuk kawasan Eropa diatur dalam Resolusi 14 (1967) Asylum to Person in 

Danger of Persecution dan disahkan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa, 29 

Juni 1967. Afrika juga mencantumkan pada Pasal 2, Convention Governing the 

Specific Aspect of Refugee Problem in Africc?2 yang menjamin tidak ada negara yang 

akan menolak asylum seeker di perbatasan dan mengembalikannya ke tempat mereka 

mengalami persekusi.23

Skala internasional terdapat Resolusi 217 A (III) Majelis Umum PBB 

mengesahkan Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 yang 

turut memasukkan asylum di pasal 14 (1) bahwa: “Setiap orang berhak mencari dan 

mendapatkan suaka di negera lain untuk melindungi diri dari pengejaran”. 

Selanjutnya United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR) didirikan 

pada 14 Desember 1950 dan tahun berikutnya lahir Konvensi 1951.

Tiga tahun kemudian, 1954, Konvensi Caracas tentang Suaka Diplomatik 

ditandatangani oleh 20 negara dan di ratifikasi oleh 14 negara lainnya yang mulai 

berlaku pada 2 Desember 1954.24 Di tahun yang sama, Konvensi Caracas tentang 

Suaka Teritorial di ratifikasi oleh 12 negara dengan enam negara yang mereservasi

^ Second South American Congress on Private Intertional Law, 4 Agustus 1939.
OAU Convention adopted by the Assembly of Heads of State and Government 

al its Sixth Ordinary Session, UNHCR.
s .. 23 Perkusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga

dan disakiti, dipersusah atau ditumpas.
Diplomaticlilylum™1 DeParlment °f International Law, Organizalion of American State,
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dan mulai berlaku pada 28 Maret 1954.25 Lalu Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 

di keluarkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 2312 (XXII). Pada 

1984, Deklarasi Bogota tentang Hak dan Kewajiban Manusia mencantumkan asylum 

di pasal 27.26

yang

Perlindungan terhadap asylum seeker tidak hanya tertuang dalam ketentuan- 

ketentuan baik regional maupun internasional yang mulai berkembang di abad ke-8. 

Mengingat latar belakang asylum seeker yang lahir dari adanya ancaman atas 

keselamatan dan kebebasan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di 

kelompok sosial tertentu ataupun atas pandangan politiknya. Sementara keselamatan 

dan kebebasan adalah hak mendasar bagi setiap manusia.

Seperti halnya teori hak kodrati (natural rights theory) dalam teori hak asasi

manusia. Hak asasi manusia (HAM) dipandang sebagai hak yang sudah melekat pada 

manusia sejak lahir dan jika manusia tersebut meninggal maka hak yang dimilikinya 

pun akan hilang. HAM dimiliki secara otonom (independen) terlepas dari pengaruh 

negara sehingga tidak ada alasan untuk membatasi.27 Menurut John Locke, 

individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, 

yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh

semua

25 Ibid
Lucy Gerungan, “Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional" 

Vol.XVII!/No.l:. 2010.
Scott Davidson, “Hak Asasi Manusia: Sejarah 

Internasionar\ Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994. hlm. 37.’

Jurnal Hukum UNSRAT

Teori dan Praktek dalam Pergaulan
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,28 HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia.negara

Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau 

berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai

• 29manusia.

Teori hak kodrati melahirkan Fundamental Rights yaitu30 :

a. Hak hidup,

b. Hak bebas dari penyiksaan,

c. Hak untuk bebas dari perbudakan,

d. Hak untuk bebas beragama,

e. Equlity before the law,

f. Hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut atau non retroaktif,

g. Hak untuk tidak dituntut secara pidana atas kegagalan memenuhi kewajiban

kontraktual.

"8 Retno Kusniati. Makalah: “Sejarah Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia dalam 
Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum” disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor 
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi, 24 Mei 2011. hlm. 83.

29 Jack Donnely, “Universal Human Rights in Theory and Practice", Comell University 
Press, Ithaca and London, 2003, p. 7. Seperti dikutip oleh Retno Kusniati.

Scott Davidson, Op. C/7., hlm 40.
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